
a. bahwa situasi pandemi Corona V'rrusDisease2019 (COVlD-
19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi eli
masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik,
pemulihan ek:onomi yang berjalan cepat, perlu
menyelaraskan kebijakan yang memberikan sanksi bagi
peJanggar ketentuan Pernberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (pPKM);

b. bahwa untuk menindaklajuti arahan Presiden Republik
Indonesia untuk menghentikan Pernberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (pPKM) pada seluruh wilayah
Indonesia serta Instruksi Menteri DaJam Negeri Nomor 53
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan PengendaJian Corona
Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi,
maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 eli Kabupaten
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Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4723);

4. Undang-UndangNomor36 Tabun 2009 tentang Kesehatan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5597) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
LingkunganPropinsiJawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1984 tentang Wabab

Grobogan sebagaimana telab diubah dengan Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 3 Tabun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tabun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Groboganperlu elicabut;

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b eli atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 48 Tabun 2020 tentang Penerapan
Disiplindan PenegakanHukum ProtokolKesehatan sebagai
Upaya Pencegahan dan PengendalianCoronaVirus Disease
2019 eli Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor3 Tabun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati GroboganNomor
48 Tabun 2020 tentang Penerapan Disiplindan Penegakan
Hukum ProtokolKesehatan sebagai UpayaPencegaban dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 eli Kabupaten
Grobogan;



PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPANDISIPLIN DAN PENEGAKANHUKUM PRaroKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIANCORONA VIRUSDISEASE 2019 DI KABUPATEN
GROBOGAN SEBAGAlMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANGPERUBARANATAS PERATURANBUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Pencegahandan Pengendalian Corona \TITUS Disease 2019
(COVTD-19);

Nomor
Pedoman

Kesehatan
tentang

12. Keputusan Menleri
HK.Ol.07/MENKES/413/2020

Pencegahan dan PengendalianCorona \TITUS Disease 2019
(COVID-19) di Ternpat Kerja Perkantoran dan lndustri
Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi
Pandemi;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.O1.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan
Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona \Tuus
Disease 2019 (COVlD-19);

Nomor
Panduan

10. Keputusan Menleri Kesehatan
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
NegaraRepuhlik Indonesia Nomor6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
PenangananWabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran NegaraRepubJikIndonesia Nomor3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2020 Nomor 178);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)sebagaiBencanaNasiona1;

Menetapkan
I
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Ditetapkan di Purwodadi
pada fi!lDrtutV"bt z

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 eli Kabupaten Grobogan diesbut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2.022 tentang

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian CoronaVirus Disease
2019 di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan

Peraruran Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020 t.entang I
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

I
I

Pasal 1

PENCEGAHAN DAN PENGENDALlAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI KABUPATENGROBOGAN.

1
NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPANDIS[PUN DAN I
PENEGAKAN HUKUM PROTQKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
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